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KATA PENGANTAR 

 

Beasiswa Pendidikan Indonesia Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (BPI 

Kemendikbudristek) adalah program beasiswa Pemerintah 

Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

membangun sumber daya manusia Indonesia yang 

merupakan program kerjasama antara Kemendikbudristek 

dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), 

Kementerian Keuangan. 

BPI Kemendikbudristek telah diluncurkan pada tanggal 22 April 2021 oleh Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bapak Nadiem Makarim, sebagai episode ke-

10 dari Kebijakan Merdeka Belajar. BPI Kemendikbudristek kini memasuki tahun ke-3, 

dengan harapan BPI Kemendikbudristek selain program bergelar S1, S2 dan S3 juga program 

Non Gelar Beasiswa Penyelesaian Studi S3 dapat berjalan lebih baik. Untuk tujuan tersebut 

dan untuk menjamin mutu pelaksanaan BPI Kemendikbudristek Non Bergelar termasuk dalam 

proses pelaksanaannya, maka disusunlah Buku Pedoman Umum Calon Penerima Beasiswa dan 

Penerima Beasiswa Penyelesaian Studi S3 BPI Kemendikbudristek Non Bergelar. Dengan 

Buku Panduan Studi ini diharapkan dapat memudahkan bagi Penerima Beasiswa Penyelesaian 

Studi S3 BPI Kemendikbudristek Non Bergelar dan pihak-pihak terkait, juga diharapkan 

program Beasiswa BPI Kemendikbudristek Non Bergelar dapat berjalan dengan lebih baik dan 

sesuai dengan harapan. 

 

 

Jakarta, 18 Desember 2023 

Kepala BPPT, 

 
 

Anton Rahmadi, Ph.D. 
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1. Ketentuan Umum  

1.1. Buku panduan ini disusun untuk memberikan pedoman bagi Penerima Beasiswa 

Penyelesaian Studi S3 pada pelaksanaan studi, dan pengabdian setelah 

menyelesaikan studi. Beberapa Istilah yang digunakan dalam buku panduan ini 

dibatasi pengertiannya sebagai berikut. 

1.2. Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, selanjutnya disebut 

LPDP, adalah Badan Layanan Umum pada Kementerian Keuangan yang 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan 

Nasional baik dana abadi pendidikan (endowment fund) maupun dana cadangan 

pendidikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

1.3. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional, selanjutnya disebut DPPN, adalah 

anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk pembentukan dana abadi pendidikan 

(endowment fund) yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program 

pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antar 

generasi, antara lain untuk beasiswa dan dana cadangan untuk mengantisipasi 

keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam, yang 

dilakukan oleh BLU pengelola dana di bidang pendidikan.  

1.4. Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, selanjutnya disebut Puslapdik atau PLPP 

adalah satker di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyiapkan kebijakan teknis, 

melaksanakan, melakukan koordinasi pelaksanaan, melakukan pemantauan, 

evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pembiayaan Pendidikan. 

1.5. Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut BPPT adalah unit 

pelaksana teknis di bidang layanan pembiayaan Pendidikan tinggi. 

1.6. Beasiswa Pendidikan Indonesia, selanjutnya disingkat BPI adalah beasiswa 

bergelar (degree) yang diberikan kepada insan pendidikan di bawah Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beasiswa ini merupakan bagian 

dari program besar Perluasan Program LPDP yang mencakup pembiayaan bergelar 

dan tidak bergelar. 

1.7. Beasiswa Bantuan Penyelesaian Disertasi adalah beasiswa yang diberikan oleh 

BPI-Kemendikbudristek untuk membantu dosen Ber-NIDN di bawah 

Kemendikbudristek yang sedang menempuh studi Doktoral tanpa pembiayaan 

beasiswa dari manapun dan atau menerima beasiswa tanpa adanya komponen 

pendanaan disertasi untuk dapat menyelesaikan studi Doktoralnya tepat waktu. 

1.8. Calon Penerima Beasiswa adalah pendaftar beasiswa yang ditetapkan lulus seleksi 

Beasiswa Pendidikan Indonesia berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh 

Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT). 

1.9. Penerima Beasiswa adalah Calon Penerima Beasiswa yang telah menandatangani 

Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan atau ditetapkan sebagai Penerima 

Beasiswa Penyelesaian Studi S3 BPI Kemendikbudristek berdasarkan Keputusan 

Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi (BPPT). 
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1.10. Alumni adalah Penerima Beasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai dengan 

jenjang dan program studi yang tercantum pada Surat Pernyataan Penerima 

Beasiswa yang ditetapkan oleh Kepala Balai Pembiayaan Pendidikan Tinggi 

(BPPT). 

1.11. Pelaksanaan Studi adalah rangkaian kegiatan yang diikuti oleh Penerima Beasiswa 

yang dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan kelulusan perkuliahan.  

1.12. Internship adalah kegiatan magang yang dilaksanakan oleh Penerima 

Beasiswa/Alumni selama atau setelah menyelesaikan studi dengan izin tertulis dari 

BPPT.  

1.13. Perguruan Tinggi Tujuan BPI, yang selanjutnya disebut Perguruan Tinggi tujuan, 

adalah perguruan tinggi yang menjadi tujuan bagi pendaftar BPI. 

1.14. Surat Pernyataan Penerima Beasiswa, selanjutnya disebut Surat Pernyataan, adalah 

surat yang menyatakan kesediaan Penerima Beasiswa untuk menaati ketentuan 

yang ditetapkan oleh BPPT.  

1.15. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi atau data tentang kemajuan 

pelaksanaan program beasiswa secara terus menerus dan membandingkannya 

dengan perencanaan yang dibuat atau direncanakan. 

1.16. Evaluasi adalah kegiatan tindak lanjut dari pemantauan yang terdiri atas analisis, 

sintesis, dan penarikan kesimpulan termasuk identifikasi permasalahan dan 

kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan beasiswa yang sesuai dengan 

perencanaan serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut 

pengembangan program beasiswa tersebut.  

1.17. Pembimbing Penelitian atau Tugas Akhir adalah pengajar atau dosen yang 

ditetapkan oleh Perguruan Tinggi tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait 

penelitian atau tugas akhir.  

1.18. Pembimbing Akademik adalah pengajar atau dosen yang ditetapkan oleh 

Perguruan Tinggi tujuan untuk membimbing mahasiswa terkait perkembangan 

akademik. 

2. Ruang Lingkup  

2.1. Peraturan ini merupakan pedoman bagi seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima 

Beasiswa, dan Alumni pada saat melaksanakan studi, dan pengabdian setelah 

menyelesaikan studi.  

 

2.2. Peraturan ini wajib dipatuhi oleh seluruh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, 

dan Alumni.  

3. Tujuan  

Tujuan dari pedoman ini adalah:  
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3.1. Untuk memberikan panduan bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, 

dan Alumni dalam rangka melaksanakan studi, dan pengabdian setelah 

menyelesaikan studi sehingga dapat berjalan dengan optimal dan dapat 

dipertanggungjawabkan dengan baik.  

3.2. Untuk memberikan panduan bagi BPPT dalam mempersiapkan, memonitor, dan 

mengevaluasi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni dalam 

mengikuti rangkaian program Beasiswa Pendidikan Indonesia. 

4. Kewenangan BPPT 

4.1. Dalam hal pembayaran Dana Persiapan Studi dan Dana Studi, BPPT memiliki 

wewenang untuk:  

a. Memberikan;  

b. Menunda;  

c. Menyesuaikan;  

d. Menghentikan;  

e. Tidak membayarkan; dan/atau  

f. Meminta pengembalian Dana Bantuan.  

 

4.2. BPPT memberikan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud angka 4.1 huruf a 

apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa memenuhi ketentuan 

yang ditetapkan oleh BPPT.  

 

4.3. BPPT dapat menunda pembayaran Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 

huruf b apabila:  

a. Terdapat satu atau beberapa ketentuan yang belum dipenuhi oleh Calon Penerima 

Beasiswa atau Penerima Beasiswa;  

b. Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa sedang dalam proses 

pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang berakibat pada pengenaan sanksi 

administratif berat; atau  

c. Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan 

Keputusan Kepala Balai.  

 

4.4. BPPT menyesuaikan pembayaran Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada 

angka 4.1 huruf c, apabila:  

a. Terjadi kelebihan pembayaran yang dapat dikompensasi dengan pengurangan 

pembayaran di periode selanjutnya;  

b. Terjadi pengurangan besaran satu atau lebih komponen beasiswa; atau  

c. Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan 

Keputusan Kepala Balai. 

 

4.5. BPPT menghentikan pembayaran Dana Bantuan sebagaimana dimaksud angka 4.1 

huruf d apabila Calon Penerima Beasiswa atau Penerima Beasiswa telah 

diberhentikan berdasarkan Keputusan Kepala Balai.  

 

4.6. BPPT tidak membayarkan sebagian atau keseluruhan Dana Bantuan sebagaimana 

dimaksud pada angka 4.1 huruf e, apabila:  

a. Terdapat komponen dana yang telah dibiayai oleh pihak ketiga dengan persetujuan 

BPPT; 
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b. Penerima Beasiswa tidak dapat menyelesaikan studi sesuai dengan tanggal akhir 

studi yang tercantum dalam Keputusan Kepala Balai; atau  

c. Penerima Beasiswa sedang menjalani cuti kuliah.  

 

4.7. BPPT meminta pengembalian Dana Bantuan sebagaimana dimaksud angka 4.1 

huruf f apabila:  

a. Terdapat kelebihan pembayaran yang tidak dapat dikompensasi pada pembayaran 

Dana Bantuan selanjutnya; atau  

b. Penerima Beasiswa diberikan sanksi berdasarkan Keputusan Kepala Balai. 

c. Penerima Beasiswa mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa Penyelesaian 

Studi S3. 

 

4.8. Ketentuan mengenai prosedur pengembalian Dana Bantuan sebagaimana 

dimaksud pada angka 4.7 dalam Buku Panduan Pencairan Dana Beasiswa yang 

dapat diunduh pada halaman login 

https://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/format-dokumen. 

 

4.9. Dalam rangka pemantauan dan evaluasi penyaluran beasiswa, BPPT melakukan 

pemantauan terhadap kegiatan persiapan studi Calon Penerima Beasiswa dan 

pelaksanaan studi Penerima Beasiswa yang meliputi aspek akademik dan 

nonakademik.  

a. Pemantauan;  

b. Evaluasi;  

c. Investigasi;  

d. Pemberian sanksi; dan/atau 

e. Pemberhentian. 

 

4.10. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4.9 digunakan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan atas keberlanjutan beasiswa bagi 

Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa. 

 

4.11. BPPT melakukan pemeriksaan untuk menilai kesesuaian antara persiapan studi 

Calon Penerima Beasiswa dan pelaksanaan studi Penerima Beasiswa sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

4.12. BPPT memberikan sanksi administratif kepada Calon Penerima Beasiswa dan 

Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BPPT.  

 

4.13. BPPT melindungi hak kekayaan intelektual hasil penelitian disertasi dari Penerima 

Beasiswa yang didanai oleh BPPT.  

 

5. Pengunduran Diri 

5.1. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi 

substansi karena sakit atau meninggal dunia diberhentikan melalui Keputusan 

Kepala Balai.  

 

5.2. Alasan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 dibuktikan dengan surat keterangan 

dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan rekomendasi untuk tidak 

https://beasiswa.kemdikbud.go.id/monev/format-dokumen
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melaksanakan studi atau surat pernyataan bahwa Penerima Beasiswa telah 

meninggal dunia.  

 

5.3. Prosedur pengunduran diri Penerima Beasiswa yang dikarenakan sakit atau 

meninggal dunia sebagai berikut.  

a. Penerima Beasiswa yang mengundurkan diri karena sakit mengisi formulir 

pengunduran diri sebagai Penerima Beasiswa Penyelesaian Studi S3 dengan 

melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 5.2.  

b. Keluarga/kerabat dari Calon Penerima Beasiswa yang meninggal dunia mengisi 

formulir laporan Calon Penerima Beasiswa yang meninggal dunia dengan 

melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 5.2.  

c. Format surat pengunduran diri dapat dilihat pada lampiran buku panduan ini.  

d. Surat pengunduran diri dan dokumen pendukung disampaikan ke BPPT dengan 

mengirimkan email ke beasiswapuslapdik@kemdikbud.go.id. 

6.   Alokasi dan Pemanfaatan Dana 
6.1. Pendaftar mengajukan kebutuhan dana dalam bentuk Rencana Anggaran Belanja 

(RAB) sesuai dengan satuan biaya yang berlaku dan sudah ditanda tangani oleh 

pembimbing yang dilampirkan dalam formulir pendaftaran di aplikasi. 

 

6.2. Besaran dana yang disediakan maksimal adalah Rp 50.000.000 yang dialokasikan 

keperluan seperti tertera dalam petunjuk teknis yang telah diterbitkan sebelumnya. 

 

6.3. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian peruntukan dana, maka reviewer/pewawancara 

berhak melakukan penyesuaian dana dengan menghilangkan, mengurangi dan atau 

menambah sesuai keperluan penelitian. 

 

6.4. Pembayaran Dana Disertasi dibayarkan melalui dua tahap, yaitu: 

a. Tahap pertama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen). 

b. Tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) diberikan ketika penerima 

beasiswa telah selesai studi. 

c. Pencairan tahap kedua dapat dilakukan dengan memberikan bukti berupa surat 

tanda lulus (SKL), ijazah dan transkrip. 

 

6.5. Jangka waktu untuk penyelesaian disertasi yang dibiayai adalah maksimal selama 

24 (dua puluh empat) bulan. 

 

6.6. Pencairan Beasiswa Dana Disertasi diberikan langsung kepada mahasiswa 

penerima tanpa melalui perantara Perguruan Tinggi dengan mekanisme sebagai 

berikut: 

a. Pembayaran Tahap I 

Pembayaran Tahap satu akan diajukan pembayarannya setelah penerima 

beasiswa  menandatangani surat perjanjian studi dan menyerahkannya kepada 

BPPT. 

b. Pembayaran Tahap II 

Pembayaran tahap dua dapat dilakukan setelah penerima beasiswa 

menyerahkan dokumen tanda lulus dan transkrip sementara. Adapun dokumen 

lain yang harus diserahkan dalam pencairan tahap dua adalah:  

1. Laporan penggunaan anggaran. 
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2. Sinopsis dan soft copy Disertasi final dan sudah ditandatangani semua 

pembimbing/promotor dan penguji. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah 

dinyatakan lulus. 

7. Kewajiban bagi Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, dan Alumni 
7.1. Calon Penerima Beasiswa dan Penerima Beasiswa wajib:  

a. Setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Pemerintah.  

b. Menjaga nama baik Indonesia dan BPPT, baik dalam perkataan dan tindakan.  

c. Menaati seluruh peraturan akademik, termasuk ketentuan/kode etik yang ditetapkan 

oleh Perguruan Tinggi tujuan.  

d. Melaporkan dan mengembalikan kelebihan pembayaran Dana Disertasi yang tidak 

sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan.  

e. Menyelesaikan studi sesuai dengan jenjang dan program studi yang tercantum pada 

Keputusan Kepala Balai tentang Penetapan Penerima Beasiswa atau Perjanjian antara 

BPPT dengan Penerima Beasiswa.  

 

7.2. Alumni wajib: 

a. Setia, taat, dan mengakui sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 

Pemerintah.  

b. Menjaga nama baik Indonesia dan BPPT, baik dalam perkataan dan tindakan.  

c. Bersedia untuk memenuhi panggilan BPI apabila dikemudian hari keahliannya 

dibutuhkan untuk kepentingan strategis nasional. 

8. Larangan bagi Penerima Beasiswa 
Penerima Beasiswa dilarang untuk:  

a. Menempuh studi pada kelas eksekutif, kelas karyawan, kelas jarak jauh, kelas akhir 

pekan, kelas Internasional di dalam negeri dan/atau kelas yang bukan dari Perguruan 

Tinggi induk.  

b. Menyalahgunakan dana pendidikan yang diberikan oleh BPPT untuk kegiatan yang 

bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia, dan/atau hukum yang berlaku di negara tujuan studi.  

c. Mengundurkan diri setelah ditetapkan lulus seleksi substansi, kecuali karena sakit 

yang menyebabkan Calon Penerima Beasiswa tidak dapat melanjutkan studi 

dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter/rumah sakit yang mencantumkan 

rekomendasi untuk tidak melanjutkan studi dan karena penugasan negara.  

d. Melakukan pemalsuan dokumen yang berkaitan dengan program beasiswa atau studi.  

e. Melakukan tindak pidana.  

f. Memberikan informasi atau keterangan baik lisan maupun tulisan yang tidak benar 

dalam rangka pengurusan administrasi dan/atau pelaksanaan program beasiswa.  

g. Berpindah kewarganegaraan dan/atau memilih menjadi warga negara lain.  

h. Mengundurkan diri dari instansi yang memberikan tugas belajar.  

9. Sanksi  
9.1. Pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Penerima Beasiswa, Penerima Beasiswa, 

atau Alumni atas ketentuan-ketentuan dalam peraturan BPPT akan dikenakan 

sanksi administratif ringan dan sanksi administratif Berat.  
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9.2. BPPT memberikan sanksi Administratif ringan berupa teguran tertulis bagi 

Penerima Beasiswa, apabila Penerima Beasiswa tidak aktif kuliah selama minimal 

1 (satu) semester, berlaku sejak 2 (dua) tahun sejak Surat Keputusan terbit. 

 

9.3. BPPT memberikan sanksi Administratif Berat bagi Penerima Beasiswa berupa:  

a. Penundaan pembayaran Dana Disertasi; 

b. Penyesuaian pembayaran Dana Disertasi; 

c. Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa tanpa kewajiban pengembalian Dana 

Disertasi yang telah diterima;  

d. Pemberhentian sebagai Penerima Beasiswa dengan kewajiban pengembalian Dana 

Disertasi yang telah diterima; dan/atau  

e. Pemblokiran untuk mengikuti program BPPT di masa mendatang.  

 

9.4. Sanksi pemberhentian sebagai penerima beasiswa diberikan apabila penerima 

beasiswa melanggar ketentuan BPPT. 

 

9.5. Penerima beasiswa dapat dikenai sanksi administratif berat berupa pengembalian 

dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila: 

a. Terbukti terlibat dalam gerakan, organisasi, atau ideologi yang bertentangan 

dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; 

b. terlibat dalam aktivitas atau tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial 

masyarakat Indonesia; 

c. menerima beasiswa dari sumber lain (double funding); 

d. berhenti dan/atau diberhentikan dalam Pendidikan, serta mengundurkan diri 

sebagai penerima beasiswa; dan/atau 

e. melakukan pelanggaran akademik. 

 

9.6. Sanksi administratif diberikan dengan mempertimbangkan unsur proporsional dan 

keadilan. 

 

 


